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PUTUSAN
Nomor 232/Pdt.G/2021/PA Kis

]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara
itsbat nikah dan cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis
Hakim telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak:

Xxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di
Xxxxxxxxx Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara,
sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di
XxxxxxxxX Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2021
telah mengajukan Itsbat Nikah dan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kisaran Nomor 232/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 19 Januari
2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Sabtu
tanggal 18 Januari Tahun 2014 di rumah orang tua Penggugat di Desa Sei
Kepayang Kanan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Alm. Thamrin

Penggugat yang bernama Rina Asatuti binti Arsyad disaksikan oleh dua

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 232/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi masing-masing bernama Alm Karim bin Mahadi dan Hamlet bin
Yusuf dengan mahar berupa uang Rp 250.000 dibayar tunai;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan antara
Gadis dan Perjaka;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan tergugat tidak ada halangan
menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama hidup bersama tidak ada pihak lain yang menggugat
pernikahan tersebut;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai 1 orang anak bernama Adibah Ufairah Bin Susandi lahir tanggal
25 Oktober 2015;
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
Kota Tanjungbalai selama tiga bulan;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun damai di dalam
rumah tangga selama lebih kurang tiga bulan, kemudian setelah ini timbul
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan;
a. Merasa sudah tidak cocok
b. Tidak memberikan nafkah
9. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada
bulan Maret setelah  sehari sebelumnya Penggugat dan Tergugat
bertengkar, Terugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengathuan
Penggugat;
10. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak
pernah memberikan nafkah kepada penggugat baik nafkah lahir maupun
batin, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
komunikasi .
11. Bahwa dengan sikap Tergugat tersebut, Tergugat telah melalaikan
kewajibannya sebagai suami dan mengabaikan hak Penggugat sebagai
istri;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tidak ada

harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
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rahmah menurut penggugat antara penggugat dan tergugat jalan terbaik
dan dengan segala akibat hukumnya adalah bercerai.

13. Bahwa dengan dalil-dalil di atas penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini agar berkenan hari / tanggal persidangan serta memanggil
kedua belah pihak untuk menghadap dipersidangan sekaligus dapat
memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (Xxxxxxxxx) dengan

Tergugat (Xxxxxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Januari

2014, dirumah orang tua Penggugat di Desa Sei Kepayang Kanan

Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan.

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXX)

terhadap Penggugat (XXxXxXxxxxx);

4, Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang
menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah
datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/
kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan,
walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor 232/Pdt.G/2021/PA.Kis yang
dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara
hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan
dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan
membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya
dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan
tetap dengan gugatannya;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak
hadir. Ketua Majelis memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya
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supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil

karena pihak Penggugat menginginkan pernyelesaian perkaranya di

Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat di
persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Saksi :

1. Nursiyah binti Abdul Wahab, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan
SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Ill Desa Sei
Kepayang Kanan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan,
menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
bibi Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri
yang sah dan dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 18
Januari 2014, dirumah orang tua Penggugat di Desa Sei Kepayang
Kanan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan;

- Saksi hadir dalam pelaksanaan akad nikah Penggugat dan
Tergugat;

- Yang menjadi wali dalam pelaksanaan akad nikah tersebut adalah
paman kandung Penggugat yang bernama Alm. Thamrin;

- Yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah dua orang
bernama Alm Karim bin Mahadi dan Hamlet bin Yusuf;

- Pada saat perkawinan, status Penggugat adalah gadis dan status
Tergugat adalah jejaka;

- Selain saksi juga hadir beberapa orang dari keluarga Penggugat
dan Tergugat;

- Dalam akad nikah tersebut diucapkan juga maharnya berupa
uang sebesar Rp 250.000, 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),

tunai;
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- Antara Penggugat dan Tergugat tidak hubungan keluarga, selain
itu Penggugat dan Tergugat juga tidak sesusuan;

- Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak
tercatat di Kantor Urusan Agama dan tidak mempunyai Akta Nikah,
karena kekurangan biaya;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat sejak 3 bulan setelah menikah;

- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;

- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat adalah Tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi
rumah tangga, Tergugat tidak perduli terhadap Penggugat dan
anaknya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak 4 tahun yang lalu, dan tidak pernah bersama lagi hingga
sekarang;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara
Penggugat dan Tergugat;

2. Ralex bin Abdul Rahman, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Il Desa Sei Kepayang
Kanan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, menyatakan kenal
dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat
di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri
yang sah dan dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 18
Januari 2014, dirumah orang tua Penggugat di Desa Sei Kepayang
Kanan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan;
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- Saksi hadir dalam pelaksanaan akad nikah Penggugat dan
Tergugat;

- Yang menjadi wali dalam pelaksanaan akad nikah tersebut adalah
paman kandung Penggugat yang bernama Alm. Thamrin;

- Yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah dua orang
bernama Alm Karim bin Mahadi dan Hamlet bin Yusuf;

- Pada saat perkawinan, status Penggugat adalah gadis dan status
Tergugat adalah jejaka;

- Selain saksi juga hadir beberapa orang dari keluarga Penggugat
dan Tergugat;

- Dalam akad nikah tersebut diucapkan juga maharnya berupa
uang sebesar Rp 250.000, 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),
tunai;

- Antara Penggugat dan Tergugat tidak hubungan keluarga, selain
itu Penggugat dan Tergugat juga tidak sesusuan;

- Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak
tercatat di Kantor Urusan Agama dan tidak mempunyai Akta Nikah,
karena kekurangan biaya;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat sejak 3 bulan setelah menikah;

- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;

- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat adalah Tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi
rumah tangga, Tergugat tidak perduli terhadap Penggugat dan
anaknya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak 4 tahun yang lalu, dan tidak pernah bersama lagi hingga
sekarang;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
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- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara
Penggugat dan Tergugat;
Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan
tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis Hakim
memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan
Tergugat tidak dapat didengar dalam kesimpulannya karena tidak hadir di
persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya telah
dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah
memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana
ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan
diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,jo. Pasal 26 ayat
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut
telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan
Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang
kewenangan, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor 232/Pdt.G/2021/
PA Kis yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan
yang sah secara hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat
berdasarkan pasal 149 RBg, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-
haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa
hadirnya Tergugat.
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Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak
dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk
membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya
melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar
mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat
tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim
berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo
adalah Penggugat mohon diitsbatkan perkawinannya dengan Tergugat
sekaligus mengajukan gugatan nikah disebabkan adanya perselisihan dan
pertangkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak harapan
rukun lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pokok perkara sebagaimana disebutkan
di atas, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk
membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat
adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua
orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7
tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan UU No. 3
Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan UU No. 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat
(2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa tentang cerai gugat yang
diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu tentang
hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;
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Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi
masing-masing bernama Nursiyah binti Abdul Wahab dan Ralex bin Abdul
Rahman;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat di persidangan telah
menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan
perkawinan di rumah orangtua Penggugat pada tanggal 18 Januari 2014,
dirumah orang tua Penggugat di Desa Sei Kepayang Kanan Kecamatan Sei
Kepayang Kabupaten Asahan, dengan berwalikan paman kandung Penggugat
yang bernama Alm. Thamrin dengan tiga orang saksi yang bernama Alm Karim
bin Mahadi dan Hamlet bin Yusuf dan maharnya adalah berupa uang sebesar
Rp 250.000, 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tunai. Pada saat berkawinan,
Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka. Antara kedua tidak
mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan. Perkawinan keduanya
tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama Nursiyah binti Abdul
Wahab dan Ralex bin Abdul Rahman ketiga orang saksi mengenal Penggugat
dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah
menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim
berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.B;g. alat bukti saksi
Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya
akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai
perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah memenuhi syarat dan
rukun perkawinan secara syariat Islam namun belum tercatat menurut Undan-
Undang Negara Indonesia dan belum pernah bernah bercerai hingga sekarang;
keterangan tersebut adalah berdasarkan pengetahuan langsung kedua saksi,
saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan bersesuaian dengan dalil gugatan
Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 ayat (1)
dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat
materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan tiga orang
saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka
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Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah
mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat
formil dan materil alat bukti saksi, keterangan ketiga orang saksi telah sesuai
dengan dalil gugatan Penggugat tentang adanya perkawinan antara Penggugat
dengan Tergugat yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama, maka Majelis
Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya
tentang adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3)
huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan)
nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya
pernikahan dalam rangka peyelesaian perceraian, maka permohonan itsbat
(pengesahan) nikah Penggugat dengan Tergugat dapat dibenarkan menurut
hukum;

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim
menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang
dilaksanakan pada tanggal 23 April 2008 di Kecamatan Tanjungbalai,
Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itshat nikah Penggugat
dengan Tergugat telah dikabulkan, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak
yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa Penggugat adalah orang berkepentingan dalam
perkara ini, Majelis Hakim memeriksa gugatan perceraian yang diajukan
Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan perceraian diajukan,
kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dengan
mendengar sekurangnya tiga orang saksi sesuai dengan maksud pasal 22 ayat
2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-
Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah keduakalinya dengan Undang-
Undang No. 50 tahun 2009;
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Menimbang bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan saksi yang
bernama Nursiyah binti Abdul Wahab dan Ralex bin Abdul Rahman;

Menimbang bahwa kedua saksi seperti yang telah dipertimbangkan di
atas telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa ketiga saksi Penggugat di persidangan telah
menerangkan pernah mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat dan juga dari pengaduan Penggugat, mengetahui penyebab
pertengkaran vyaitu Tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi rumah
tangga, Tergugat tidak perduli terhadap Penggugat dan anaknya. Sejak
Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah keduanya tidak pernah tinggal
bersama lagi, Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan keluarga, namun
tidak berhasil.

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai
pertengkaran Penggugat dengan Tergugat,. Keadaan Penggugat dengan
Tergugat yang telah pisah lima tahun lalu hingga sekarang, dan sejak pisah
rumah Penggugat dengan Tergugat tidak bersama lagi sebagaimana layaknya
suami isteri, Penggugat dan Tergugat sudah pernah pernah didamaikan namun
tidak berhasil. Keterangan kedua saksi mengenai perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, berpisah tempat tinggal serta
adanya upaya mendamaikan oleh keluarga adalah berdasarkan pengetahuan
langsung kedua saksi, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan
bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim
berpendapat berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, keterangan
kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan tiga orang
saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka
Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah
mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat telah memenuhi
syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan ketiga orang saksi telah
sesuai dengan dalil gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran. maka
Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil
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gugatannya sepanjang mengenai pertengkaran antara pertengkaran Penggugat
dengan Tergugat.;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila telah
wujud adanya pertengkaran dalam rumah tangga maka dapat dijadikan alasan
untuk mengajukan perceraian apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah
berusia matang dalam berumah tangga, adalah hasil pemikiran yang mendalam
dalam menjalani perkawinan mereka;

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi
Hukum Islam harus memenuhi tiga unsur adanya perselisihan dan
pertengkaran, perselisihnan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus
serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai
pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, menurut Majelis Hakim
menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran” antara Penggugat
dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi mengenai pertengkaran yang terjadi,
mengetahui telah pisah tempat tinggal sejak lima tahun lalu hingga sekarang,
menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran
terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat’. Keterangan kedua saksi
mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal dan telah
didamaikan namun tidak berhasil, menurut Majelis Hakim menunjukkan antara
Penggugat dengan "tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula telah sesuai
dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi
Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah "ikatan lahir bathin antara seorang
pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa”; sejalan dengan tujuan perkawinan yang digariskan Allah SWT
melalui firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21, sulit untuk
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mewujudkannya jika isteri sudah tidak ada keinginan membina rumah tangga
yang rukun dan damai dimasa yang akan datang”;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun
1974 menyebutkan” untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan
bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami—
isteri”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan
“sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi
hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta
untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang berdasarkan doktrin ulama sebagaimana tersebut dalam
Kitab Al Igna’, Jilid Il yang berbunyi:
eyl asl aall o Wl ade slb lezo i) azg il at, pac il blg

w Sz
Artinya : Bila kebencian isteri terhadap suami sudah memuncak, maka
hakim dapat menjatuhkan talak satu ba-in. (Kitab Al Igna’ jilid 11, hal. 133).
Menimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil
gugatannya, dalil gugatan Penggugat sesuai dengan alasan perceraian
menurut peraturan perundang-undangan , serta berdasarkan doktrin yang telah
dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P. ternyata tidak terdapat
catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perceraian, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan masih talak satu dan
berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan
Agama adalah talak bain sughra, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat
mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra
dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar
putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49
huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-
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Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk
bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Penggugat;
Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan serta dalil
hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (Xxxxxxxxx) dengan Tergugat
(Xxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada 18 Januari 2014, dirumah orang tua
Penggugat di Desa Sei Kepayang Kanan Kecamatan Sei Kepayang
Kabupaten Asahan;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxxxxxx) atas diri
Penggugat (XXXXXXXXX);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 482.000,00 (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad
Rasidi, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Mhd. Taufik, S.HI,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara,
S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
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Drs. Jaharuddin Mhd. Taufik, S.HI

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.HI

Perincian
Biaya:
1. Pendaftara : R 30.000,00
n p
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 360.000,00
4, PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai R 12.000,00

p
Jumlah : R 482.000,00

p
(empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
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